pennubang

SALINAN

PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 4€TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 32 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di
Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia’ Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54995);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun
2000 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Dacrah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Monctapkan o PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN

PERATURAN DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

3

W N =

o

ol

o

Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Daerah adalah Pemeérintah Kabupaten Buleleng.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
sclanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemicrintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang
selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa,
Peraturan Bersama Perbekel dan Peraturan Perbekel.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

. Peraturan Bersama Perbekel adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua

atau lebih Perbekel dan bersifat mengatur.,

. Peraturan Perbekel adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Perbekel dan

bersifat mengatur.
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2 ;\”\_. wsan Perbekel adalah penetapan yang bersifat konkrit, Individual,
dan final

-3 Evaluast adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan
Sesauntuk o mengetahui bertentangan  dengan  kepentingan  umum
Jan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

4 Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran
Desa atau Berita Desa.

© 5 RNlanfikast adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desn

ttuk mengetahui bertentangan dengan Kkepentingan umum, dan/atau
iran Perundang-undangan vang lebih tinggi.

:?o'c:::m\;.m dengan Kepentingan umum adalah  kebijakan  yang

memvebabkan terganggunya  kerukunan  antar  warga  masyarakat,
wwrzangounya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman
dan Ketertiban umum,  terganggunya  kegiatan  ekonomi  untuk

ckatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap
suxu. agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

BAB II
JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 2
- =nis Peraturan di desa meliputi:

U

= Perzwuran Desa;
= Perzturan Bersama Perbekel; dan

- Peraturan Perbekel.

Pasal 3
Ssrzturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang
Serieniangan dengan Kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan
Z=rundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

(1) Pe"‘lur‘m Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

{3; Peraturan bersama Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
berisi materi kerjasama desa.

'} Peraturan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ berisi

materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama Perbekel dan

tindzk lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III
PERATURAN DESA
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh
Perbekel dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

'2j Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa
dzpat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD
untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

(3R
o
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Bagian Kedua
Penyusunan
Paragraf 1
Penyusunan Peraturan Desa oleh Perbekel

Pasal 6

Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan
Kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk
mendapatkan masukan,

Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud
pada avat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat
vang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada
avat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses
penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perbekel kepada BPD untuk
dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali
untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka
menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja
Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa.

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan
sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 8

BPD mengundang Perbekel untuk membahas dan menyepakati rancangan
Peraturan Desa. .

Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa
dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu
pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa
usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Perbekel
digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh
pengusul,
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(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali

(1

2)

(1)
(2)

(1)

(2)

kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan
oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Perbekel untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung
sejak tanggal kesepakatan,

Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
ditetapkan oleh Perbekel dengan membubuhkan tanda tangan paling

Jambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan

Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa
untuk diundangkan.

Dalam hal Perbekel tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut
wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan

Desa.
Bagian Kelima
Pengundangan

Pasal 12

Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.
Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 13

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan
rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan
Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga
Pengundangan Peraturan Desa.

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan

para pemangku kepentingan.
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DAY IV
EVALUASTEDAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA
Paragraf |
lviluasi

Patnl 14

Rancangan Pernturan Desa tentang APE Dewsa, pungutan, tata ruang, dan
organisast Pemerintah Desn yang, telah dibahas dan disepakati oleh
Porbekel dan BPD, disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati Melalui

camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk
dhievaluasi,

Dudam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu,
Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya,

Pasal 15

Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa schagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja terhitung sejak  diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh
Bupati.
2} Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Perbekel wajib memperbaikinya.
Pasal 16

1} Perbekel memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari se¢jak diterimanya
hasil evaluasi.

2!} Perbekel dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

'3} Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Perbekel kepada Bupati
melalui camat.

Pasal 17

Dzizm hal Perbekel tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana
Zirmzksud dalam pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan
Desz, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Klarifikasi

Pasal 18

i} Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati paling lambat
7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

i2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim
vlarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 19

i) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat
perupa:
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& hasil Klarifikasi yang  sudah  sesual  dengan kepentingan  umum,
dan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
aan

b hasil Klanfikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
Retentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tnggi,

> Dadam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan

Dose tdak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan
ootaturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati - menerbitkan
suas aasil klanfikast yang berisi hasil klavifikasi yang telah sesuai,

A Dalis w hal hasil Klarifikasi - sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
sortentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan

sorundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan
DOesa tersebut dengan Keputusan Bupati,

/"
~

BAB V
PERATURAN BERSAMA PERBEKEL
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 20

‘1) Perencanaan  penyusunan rancangan Peraturan Bersama Perbekel
ditetapkan bersama oleh dua Perbekel atau lebih dalam rangka kerja sama
antar-Desa.

2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Perbekel

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan

rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua
Penyusunan
Pasal 21

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Perbekel dilakukan
Oleh Perbekel pemrakarsa.

Pasal 22

|1} Rancangan Peraturan Bersama Perbekel yang telah disusun, wajib
dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat
dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan
masukan.

Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada
aval (1) digunakan Perbekel untuk tindaklanjut proses penyusunan
rancangan Peraturan Bersama Perbekel.

{W]

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan.

Pasal 23

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Perbekel dilakukan oleh 2 (dua)
Perbekel atau lebih.
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Pasal 24

perbekel vang melakukan kerja sama antar Desa menetaplan Rancangarn
Poraturan Desasdengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7
cvouh) hand terhitung sejak tanggal disepakati,

S Roncangan Peraturan Bersama Perbekel yvang telah dibubuhi tanda tangan
<cbasamana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Deaa oleh
Soloretans Desa masing-masing desa,

s occaturan Rersama Perbekel sebagaimana dimakaud pada ayat (1) mulai

wcolaku dan mempunyai kekuatan hukum  mengikat  sejale  tanggal
Joundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Dean.

Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal 25

e ccan Bersama Perbekel disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-

PO L clolanad

BAB VI
PERATURAN PERBEKEL

Pasal 26

- Pomvusunan rancangan Peraturan Perbekel dilakukan oleh Perbekel.
> M\lateri muatan Peraturan Perbekel meliputi materi pelaksanaan Peraturan
&: Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 27

»-r=turan Perbekel diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

- sl 2

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28
2-mbiavaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

s-rekel dapat menetapkan Keputusan Perbekel untuk pelaksanaan Peraturan
¢ cesa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka

wlzrsanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan,
Pasal 30

1, ¥etentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan
Perbekel sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

2 ¥etentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Perbekel
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupali ini,
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Avar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
pupati i dengan penempatannya dalam  Lembaran Daerah  Kabupaten

puleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 ¢ jtomber 2715

VJ BULELENG,

\&

Y P AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 Se ptember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015 NOMOR 42
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LAMPIRAN  : PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR  :42 TAHUN 2015
TANGGAL 19 Lejtember 2015
TENTANG © TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI

DIESA,
_—mnmm e

BN TUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN PERBEKEL
A IBENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA

1. BIENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA

PERBEKEL ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Nama Peraturan Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL... (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. dan seterusnya ...;
Mengingat: il

ey

. dan seterusnya ...,

-

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
PERBEKEL ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan; PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).
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BA |
TUAN Umy

Pana) |

KIETIs N

BAI 1
Panal

BAB |,

(dan Seterusnyy)
Pasal , | |

peraturan Desa ini mulaj berlaky pada tanggal diundangkan,
\gar sctiap  orang men
" 2;‘ > 1 H »

l,(‘.,.;,mrnn Desa ini den

Betahuinya,

memerintahkan  pengundangan
gan penempata

nnya dalam Lembaran Desa .

Ditetapkan di .,
pada tanggal ..,
PERBEKEL...(Nama Desa),

tanda tangan
NAMA
Diundangkan di ...

tanggal ...
gg:}l{aRET/%RIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

MOR ...
LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NO
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1 PERATURAN BERSAMA PERBEKEL,

KABUPATEN... (Nama Kabupaten/Kota)
PERATURAN BERSAMA PERBEKEL... (Nama Desa)
DAN PERBEKEL... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL ... (Nama Desa) DAN
PERBEKEL ..., (Nama Desa)

Menimbang — :a. bahWa.. . $
B DARAWE: cciiivesiiseossmessiisassssnssasistsnssissstosasadsssassissssnss H
C. dan SELerUSNYA............covvurresssssassitnrsssiiovsssssnsscsees ;
Mengingat t 1 sseviioeraussseresioniivacsasinnisissiiisaqiessessisiesisasisiasiosssesess H
T TP PP T PIPTT T T LU L H
3. dan SELEIUSNYA.....cccviiiiiiiiiiiiiniiinerreririienaaneee :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA PERBEKEL.. (Nama Desa)
DAN PERBEKEL... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul

Peraturan Bersama).
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
BAB Il

Bagian Pertama

Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
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AB

AN PEN UTUp
Pasal ...

B
KETENTY

.y \l'sl\ll N . N -
peraturan Be 1IN mulgg berlaky pada tanggal diundangkan.

acar setiap orang mengetahuingy, memerintahkan pengundangan

peraturan Bersama Nl dengan Penempatannya dalam Berita Desa...
(Nama Desa) dan Berita Degg, .. (Nama Desa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

pERBEKEL..., (Nama Desa) PERBEKEL..., (Nama Desa)

a Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
(Nam& 1<

i gkan di ... Diundangkan di ...
Dlunclz?lzgal pada tanggal ...
N RETARIS DESA SEKRETARIS DESA
SEKRETARIS o
(Nama Desa) ..., (Nama Des
(Nama) (Nama)

ERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... l;gl;/lﬂgg
gERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ...
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. PERATURAN PERBEKEL.

PERBEKEL ... (Nama Desa)
KABUPATEN...... (Nama Kabupaten)
PERATURAN PERBEKEL... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Perbekel)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL ..., (Nama Desa)

Menimbang : A, DARAWA iivvivenirieerisiisisississsosasississsinais ;
b. bahWa....ccovviiiiiiiiireeicnineeeees ;
C. dan Seterusnya..........ccoocvvevvvemnnnanenns ;
Mengingat t La sisssasisnusiasiasiasssaieiissasvanessinisisnasesisssnoes :
PO PPPPRURPP PP :
3. dan Seterusnya.........cccceeerrrvusernnenaeens ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  PERBEKEL TENTANG...

Peraturan Perbekel).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

BAB Il
Bagian Pertama

Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...

Pasal ..,

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

(Judul
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BAR |,
I(l‘J’I‘ICN'l‘U/\N PR
Pasal |,
puran Perbekel ing Mulai be
pera

NUTUP

rlaku pada tanggal diundangkan.
tahuinyg, me

NEan pene

Cosetinp orang menge
’\"“m“;rnn Perbekel ini (e
li‘\]‘il

angan

merintahkan pengund

's0),
ama e

(N

ita Desa...
Mmpatannya dalam Berita

Ditetapkan ({i
pada tangga
PERBEKEL..., (Nama Desa)

t
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di...

al ...
P“(:fkg'?/%lgﬂs DESA..., (Nama Desa)
SEK

(Nama)

.. NOMOR ...
DESA... (Nama Desa) TAHUN .
BERITA
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KEPUTUSAN PERBEKEL
1. KEPUTUSAN PERBEKIEL

KABUPATEN............ (Nama Kabupaten)
KEPUTUSAN PERBEKEL ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Perbekel)
PERBEKEL..., (Nama Desa)

Menimbang = i 8. BAAWE.ccccyeiieiteesessesisssssssisansigenrssssssonnseseosssoserecsses 3
B BANWE: iio.riips0ieessissesnnippsisinisiesistinossmsssbasassvessssovoce :
€. dan SEtEIUSHYE. ci.oveciscossesressissrssssvssssessssssasrsoosasns :

Mengingat ¥ 1i ciisniaciionmitiiassesisniessenesssiniosesiabanstiisevisessiasisenseessdsd 3
v Gistssaseiseestsitnsssdsssassvesesdssssvestsinsaadvisssssssssossorsssssaiises 3
3. dan SEteruSnNYya..........cccevrrrrmmmmnerareeereeeemmmmmenaneennes 3

Memperhatikan : 1. ... 3
B 3555506805553 53355mmAs IRPRRSIARERROEEB AR U P e AR PR30 1045 FRRI S 42 :
3. dan SEtErUSNYA.....c.ceuuuurierrruieeeeriniseernnnnaneeens :
(jika diperlukan)
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di .....coveiinnn
pada tanggal ...

PERBEKEL..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada !
1 T (sesuai kebutuhan)
2. dst
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